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PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI
Muslih/198040027
Hukum Pidana
ABSTRAK

Penerapan hukum yang berkeadilan yang dibebankan kepada negara sebagai pemangku kekuasaan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan daerah tidak serta merta Kepala Daerah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ada hal-hal atau mungkin sistem pemerintahan yang memungkinkan dapat terlaksananya tindak pidana korupsi dengan tidak memberikan tanggung renteng kepada kepala daerah. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyikapi hambatan hukum atas tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung 

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya stigma “bupati/walikota pasti menjadi tersangka pidana (korupsi)” yang didasarkan pada banyaknya bupati/walikota yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, bukan lah merupakan momok yang harus di takuti oleh para calon pemimpin daerah bupati/walikota. Karena pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan daerah dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah yang notabenenya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan memiliki tanggungjawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak dari banyaknya pihak yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan dalam menyikapi hambatan hukum atas tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah pengembalian aset dari kerugian negara. hal ini dilatar belakangi oleh tindak pidana korupsi biasanya menyangkut banyak pihak, oleh karena itu pengembalian asset merupakan hambatan hukum dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Kepala Daerah. 
ABSTRACT


The application of a just law that is imposed on the state as the holder of power over corruption crimes committed by the ranks of the regional government does not necessarily result in criminal liability. There are things or maybe a government system that allows the implementation of corruption by not giving the regional heads several responsibilities. Identification of the problem carried out is how the criminal responsibility for the management of regional finances in the City of Cimahi is associated with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and how efforts are made to address legal barriers to corruption in relation to regional financial management.


The research method that the researcher did was descriptive analytical. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data collection technique is a literature study, namely by searching and collecting and reviewing legislation, research draft laws, scientific journals. Data collection tools are library research, library research. Data analysis is juridical based on legal principles and legal norms starting from existing regulations as positive law. Qualitative means that the research conducted provides a systematic description related to the object of research in the form of a description. Research Locations, Library of the Faculty of Law, Pasundan University, Bandung, Library of the Postgraduate Faculty, Pasundan University, Bandung


The conclusion obtained in this study is that the criminal liability of Cimahi City's regional financial management is associated with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. cases of criminal acts of corruption, is not a scourge that must be feared by candidates for regional leaders regents / mayors. Because basically every action taken in regional management in this case regional financial management which incidentally is for the welfare of the community with a lot of infrastructure development carried out has legal responsibility attached to each party from the many parties involved in the implementation of regional financial management. Efforts made in addressing legal barriers to corruption related to regional financial management are the return of assets from state losses. this is motivated by corruption which usually involves many parties, therefore asset return is a legal obstacle in corruption related to regional financial management.
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